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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan
dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintah  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerabh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
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Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa Otonomi dan tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.

Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama atau bentukapapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,lembaga dana
pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.



9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjunya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau badan.

10. Peta adalah Gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada
bidang datar yang mendapat pelayan dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

11. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.

12. Layer adalah tema atau bagian dari peta.

13. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD.

14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-
Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Cetak Peta.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh
Wajib Pajak Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat dsingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

18. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STR adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Kabupaten
Mukomuko dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah Orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan
cetak peta dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak
peta.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam jasa hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan
ukuran kertas.

(2) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :
a. Cetak Peta

- Ukuran Ao (1 x1,2 M) Rp 150.000,00/lembar
- Ukuran A1 (1 x0,6 M) Rp 120.000,00/lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp 90.000,00/lembar
- Ukuran A3 (0,5x 0,3 M) Rp 60.000,00/lembar

- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp 30.000,00/lembar

b. Proses Digital Peta
- Ukuran Peta Topografi/rupa bumi Rp 400.000/file
(60 x) 60 cm ) Minimal 5 layer
- Tambahan perlayer Rp 50.000/file
- Editing peta yang sudah ada Rp 50.000(/file

c. Copy Data Digital Peta Dasar
- Peta Kabupaten, Skala 1 : 100.000 Rp 350.000/keeping Atau Peta
1:50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM)
- Peta Skala 1 :10.000 atau 1 : 5000 Rp 200.000/keping (CD ROM)
- Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 150.000/keping

(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut di wilayah Kabupaten
Mukomuko.
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BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pembayaran retribusi dibayar lunas sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang
ke kas daerah atau setempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati
dengan menggunakan SSRD.

SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data
yang semua belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terhutang maka dikeluarkan STRD.

Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen
lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), (4) dan (5) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIl
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
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BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 11

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD) dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat
lain yang sejenis.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat
Lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 13

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tidak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
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Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf b, adalah retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagimana dimaksud ayat (2) huruf
b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tatacara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIlI

PENGURANGAN, PERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15
Bupati dapat memberikan pengurangan keringan dan pembebasan retribusi

dengan pertimbangan tertentu.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 9 Mei 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I (IVb)
NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 177



